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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol yang berasal dari
produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan
penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam
pengawasan;

b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk menjamin
kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha penjualan
minuman beralkohol di Kabupaten Karangasem,
maka diperlukan pengaturan tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian      (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-barang Dalam
Pengawasan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/
M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-
IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman
Beralkohol di Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provini Bali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi,
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan
cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari
fermentasi.

7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah hasil peragian atau
penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-
mata untuk mata pencaharian produksi tidak melebihi 25 liter per
hari.

8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha mengedarkan
minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual
Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.

10. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar
(IT) pemilik Angka Pengenal Impor / Umum (API/U) yang mendapat
izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.

11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman
Beralkohol dan / atau Importir Minuman Beralkohol untuk
menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri
dan/atau asal impor dalam partai besar diwilayah pemasaran
tertentu.
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12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk distributor untuk
menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar diwilayah
pemasaran tertentu.

13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang
melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir
untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

14. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan
penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk
kemasan di tempat yang telah ditentukan.

15. Toko Bebas Bea, yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan
dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan
kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal
daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di
Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang
dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai,
dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

16. Pengusaha Toko Bebas Bea, yang selanjutnya disingkat PTBB, adalah
Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau
barang asal daerah pabean Indonesia lainnya.

17. Penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk
tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan
minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan
sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas
persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung dtempat
dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

18. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP
adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan.

19. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol, yang selanjutnya
disingkat SITU-MB adalah surat izin tempat untuk melaksanakan
kegiatan usaha penjualan khusus minuman beralkohol.

20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya
disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B
dan/atau golongan C.

21. Label edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel
pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.

22. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau
membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik
bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.

23. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk
mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar
peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.


